WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2021 NOMOR §

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR p TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian dan pemanfaatan insentif
pajak daerah di Kota Magelang telah ditetapkan Peraturan
Walikota Magelang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah, sebagai dasar pelaksanaannya;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, beberapa ketentuan dalam
Peraturan Walikota Magelang Nomor 21 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Magelang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);
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10.

11.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang
Tahun 2010 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang
Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Magelang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 62);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6
Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Magelang Nomor72);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 101);
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 94),;



Menetapkan

12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Magelang Nomor 102);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang
Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah (Berita Daerah Kota
Magelang Tahun 2017 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 3
(1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana
Pemungut Pajak Daerah.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
proporsional dibayarkan kepada:
a. pejabat dan pegawai di jajaran BPKAD selaku
Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah

sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;



b. Camat, Lurah, dan petugas pemungut di
Kelurahan selaku pemungut pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai
dengan beban kerja dan tanggung jawab masing-
masing;

c. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung
jawab pengelolaan keuangan daerah; dan

d. Sekretaris Daerah selaku koordinator
pengelolaan keuangan daerah.

Pemberian Insentif kepada Walikota, Wakil Walikota,

dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf ¢ dan huruf d dapat diberikan dalam
hal belum dilakukan ketentuan mengenai

remunerasi di Daerah.

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 10
Besarnya  pembayaran Insentif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf c,
dan huruf d untuk setiap bulannya dengan
ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan
tunjangan yang melekat.
Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah tunjangan yang melekat pada
gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan
anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional,
dan/atau tunjangan beras.
Bagi Pegawai BPKAD dan Instansi Pelaksana
Pemungut Pajak Daerah yang pindah tugas, bebas
tugas, pensiun, dan meninggal dunia diberikan
Insentif yang belum diterima selama bekerja pada

BPKAD/ Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah.

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 30 Maret 202\
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

T

Pasal 12

(1) Kepala BPKAD menyusun penganggaran Insentif
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9.

(2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi
yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawali,
objek belanja tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara,
rincian objek belanja Insentif bagi Aparatur Sipil

Negara atas pemungutan Pajak.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 3© Maret 2021

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

JOKO BUDIYONO
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 6



